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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

DIREKTORAT BANDAR UDARA 



Peran dan Fungsi Bandar Udara

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang
digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang,
bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda trasnportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok
dan fasilitas penunjang lainnya.

Peran Bandar Udara sebagai pintu gerbang perekonomian, tempat alih moda transportasi,
pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata serta pembuka
isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan dan penanganan bencana

Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan 
kegiatan pengusahaan di Bandar Udara



Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang

dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau

pengembangan:

1. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas

landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat

udara;

2. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan

penumpang, kargo, dan pos;

3. Fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah

buangan;

4. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta

gedung atau bangunan yang berhubungan dengan

kelancaran angkutan udara.

1. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan

operasi pesawat udara di Bandar Udara (hangar,

perbengkelan pesawat, pergudangan, aircraft catering,

ground handling, dsb)

2. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan

penumpang dan barang (hotel, toko, restoran, parkir

kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, dsb)

3. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi

pengusahaan bandar udara (penyediaan perkantoran,

tempat bermain dan rekreasi, pengisian bahan bakar

kendaraan bermotor, periklanan dsb)

JASA TERKAIT BANDAR UDARA



Tatanan Kebandarudaraan Nasional

5

5

BANDARA

UPBU / UPBU-D / BANDARA KHUSUS UNTUK MELAYANI 
UMUM  (217) 

BUBU:

1.PT. Angkasa Pura I (14)
2.PT. Angkasa Pura II (18)
3. PT. Angkasa Pura Aviasi (1)
4.PT. BIB (1)

50 BANDARA BARU
(greenfield, upgrade airstrip, 

bandara enclave)

TOTAL 301 BANDARA

251 BANDARA 

EKSISTING

9 BANDARA BARU

2020 - 2024

source: Ministerial Regulation No. 39 Year 2019



Strategi Pembiayaan Bandar Udara

APBN

APBN

(PK-BLU)

SWASTA

(Komersial)

• Bandara di daerah perbatasan, rawan bencana, 

dan terpencil

• Masih memerlukan Public Service Obligation

• Memiliki prospek menguntungkan (profitable) 

namun masih memerlukan APBN dalam

pengembangannya

• Memiliki prospek menguntungkan (profitable) dan 

tidak memerlukan APBN dalam

pengembangannya



ALOKASI ANGGARAN VS ESTIMASI KEBUTUHAN



PERBANDINGAN PAGU 2020, 2021, 2022 DAN PAGU INDIKATIF 2023
DENGAN RENCANA PAGU DI DALAM RENSTRA 2020-2024



Partisipasi Swasta Sebagai Katalis 
Pengembangan Bandara

BANDARA

BARU

(greenfield)

EKSISTING

(brownfield)

KPBU
Peraturan Presiden

Nomor 38 Tahun 2015

UPBU

BLU

BUBU

Sewa

Kerjasama Pemanfaatan

BG S/BSG

Kerjasama Penyediaan

Infrastruktur

Kerjasama Operasi

Kerjasama Manajemen

Business to Business

Peraturan

Pemerintah Nomor

28 Tahun 2020 

perubahan atas PP 

Nomor 27 Tahun

2014

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor PMK 

129/PMK.05/2020 

Tahun 2020



Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)



KPBU Bandara Dhoho – Kediri (greenfield)

BHI (Badan Hukum 

Indonesia) PP 32/ 

2021 jo Permenhub 

81/ 2021

Menteri Perhubungan

Sebagai PJPK

BUP
PT SDHI

(Surya Dhoho Investama)

( ownership ) 
( operatorship ) 

Dengan perjanjian KSO

Perjanjian KPBU

user

Pembayaran Jasa Aeronautical 

dan Non Aeronautical
Layanan

Lender

Equity Sponsor



KPBU Bandara Komodo – Labuan Bajo (brownfield)

BHI (Badan Hukum Indonesia) 

PP 32/ 2021 jo 

Permenhub 81/ 2021



Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) 



Keberhasilan Creative Financing DJPU

Perjanjian KSP 

KSP dengan Bandara

Radin Inten II

KSP dengan Bandara

Fatmawati

KSP dengan Bandara

Hananjoeddin

KSP dengan Bandara

Tjilik Riwut KSP dengan Bandara

Sentani

KPBU dengan

Bandara Baru Bintan
KPBU dengan

Bandara Singkawang

KPBU dengan Bandara

Dhoho Kediri

KPBU dengan

Bandara Komodo

Strategic Parthnership

Bandara Hangnadim

Strategic Parthnership

Bandara Kualanamu

Perjanjian KPBU HPT



Hal – Hal  Yang Perlu diperhatikan Terkait Rencana 
Pengelolaan Bandar Udara Kepada Badan Usaha

Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Bandar Udara

Kondisi Aset Pada Saat Akhir Periode Kontrak

Komitmen Peningkatan Manfaat Kepada Pengguna Jasa dan Negara atas

Pemanfaatan Aset

• Perlu persiapan program transisi dengan matang 

• Terkait dengan nilai buku dan kondisi aset

• Pemanfaatan aset memberikan manfaat baik dari sisi pelayanan kepada pengguna jasa
maupun peningkatan pendapatan Negara



Thanks for your 
Attention
-Matur Suwun



Peraturan Terkait Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 

Dalam Penyediaan Infrastruktur; 

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset pada Badan 

Layanan Umum

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk

Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa 

Kebandarudaraan; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa 

Kebandarudaraan

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2023 tentang pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara 


